
 

 

 

 

 

 

KAJIAN KRIMINOLOGIS PEREDARAN NARKOTIKA JENIS  

SABU-SABU YANG DIKENDALIKAN OLEH NARAPIDANA  

DARI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

 

 

 

 

(SKRIPSI) 

 

 

 

 

 

Oleh : 

NADIYAH RAMADHANI 

NPM. 1912011144 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2023 



 

 

 

ABSTRAK 

 

KAJIAN KRIMINOLOGIS PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU-

SABU YANG DIKENDALIKAN OLEH NARAPIDANA DARI DALAM 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

 

Oleh : 

NADIYAH RAMADHANI 

 

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk narapidana yang sedang men-

jalani hukuman pidana. Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat 

untuk membina narapidana justru menjadi tempat bagi narapidana untuk melakukan 

suatu kejahatan lagi, terutama peredaran narkotika yang dikendalikan oleh narapi-

dana. Yang menjadi permasalahan dari skripsi ini adalah apakah faktor penyebab 

peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dikendalikan oleh narapidana dari dalam 

lembaga pemasyarakatan, dan bagaimanakah upaya penanggulangan peredaran 

narkotika jenis sabu-sabu yang dikendalikan narapidana dari dalam lembaga 

pemasyarakatan. 

Metode yang digunakan dalam skipsi ini adalah yuridis empiris dan yuridis nor-

matif, juga sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dan 

sekunder. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka sedangkan pengolahan 

data berupa identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Pada penelitian 

ini mewawancarai langsung petugas lembaga pemasyarakatan kelas IA Bandar 

Lampung, pelaku pengendalian peredaran narkotika jenis sabu-sabu yaitu narapi-

dana ABH, dan dosen bagian hukum pidana Universitas Lampung.  

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan penulis faktor penyebab 

peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dikendalikan narapidana dari dalam lem-

baga pemasyarakatan terdiri dari faktor eksternal dan internal, faktor internal 

disebabkan karena rasa ingin untuk mengedarkan narkotika, tidak memiliki keahl-

ian sehingga takut tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, serta ketergantungan 

pada narkotika itu sendiri.
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Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh faktor ekonomi pelaku yang kurang 

mampu, serta faktor dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri seperti kurangnya 

pengawasan, kurangnya sarana dan prasarana yang ada, kurangnya personil petugas 

di lembaga pemasyarakatan, serta kontrol dari pemasyarakatan yang kurang. Upaya 

penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dikendalikan oleh na-

rapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan upaya penal dan 

non penal. Upaya non penal dilakukan dengan, meningkatkan pengawasan serta 

keamanan oleh petugas, meningkatkan pengledahan di lembaga pemasyarakatan, 

dan meningkatkan sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan 

upaya penal dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memberikan sanksi serta 

hukuman yang berat bagi pelaku. 

Berdasarkan penelitian di atas diharapkan lembaga pemasyarakatan melakukan 

pembinaan yang dikhususkan untuk meningkatkan pemahaman agama, hukum, 

serta moral kepada narapidana serta menambah dan melatih kemampuan serta 

kepribadian narapidana agar dapar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tak hanya 

itu khususnya lembaga pemasyarakatan hendaknya meningkatkan pengawasan 

serta sarana dan prasarana yang ada seperti cctv, juga menambah petugas, dan me-

maksimalkan pengledahan. 

Kata Kunci : Kriminologis, Narkotika, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan 
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ABSTRACT 

 

CRIMINOLOGICAL STUDY NARCOTICS DISTRIBUTION TYPES OF 

METHAMPHETAMINE CONTROLLED BY PRISONER FROM WITHIN 

THE CORRECTIONAL INSTITUTION 

 

By: 

NADIYAH RAMADHANI 

 

The Correctional Institution is a place for convicts who are serving criminal sen-

tences. The prison, which should be a place to train convicts, has become a place 

for convicts to commit other crimes, especially with the distribution of narcotics, 

which is controlled by inmates. The problem of this thesis is what are the causes of 

the distribution of methamphetamine-type narcotics, which are controlled by con-

victs from inside the penitentiary, and what are the efforts to deal with the distribu-

tion of methamphetamine-type narcotics, which are controlled by convicts from in-

side the correctional institution. 

The method used in this thesis is empirical and normative juridical, and the data 

sources used are primary and secondary. The data collection method is in the form 

of a literature study, while data processing is in the form of data identification, clas-

sification, and systematization. In this study, we interviewed officers from the Ban-

dar Lampung Class IA Correctional Institution, perpetrators of controlling the dis-

tribution of methamphetamine-type narcotics, namely child convicts in conflict 

with the law, and lecturers from the University of Lampung's criminal law depart-

ment.  

Based on the results of the research and analysis carried out by the author, the fac-

tors that cause the distribution of methamphetamine-type narcotics, which are con-

trolled from within the correctional institution, consist of external and internal fac-

tors. The internal factors are caused by a desire to distribute narcotics, a lack of 

expertise so they are afraid of not getting jobs, and dependency on narcotics itself. 
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While external factors are caused by the economic factors of the perpetrators, who 

are less capable, as well as factors from the penitentiary itself, such as a lack of 

supervision, a lack of existing facilities and infrastructure, a lack of staff in correc-

tional institutions, and a lack of control over the correctional facility, Efforts to 

tackle the circulation of methamphetamine-type narcotics controlled by convicts 

from prisons are carried out through penal and non-penal means. Non-penal efforts 

are carried out by increasing supervision and security by officers, increasing 

searches in correctional institutions, and improving facilities and infrastructure in 

correctional institutions. Meanwhile, penal efforts are carried out by law enforce-

ment officials by imposing severe sanctions and penalties on perpetrators. 

Based on the research above, it is expected that correctional institutions will provide 

guidance specifically to increase the convicts understanding of religion, law, and 

morals, as well as increase and train the abilities and personalities of inmates so that 

they can become even better individuals. Not only that, but especially penitentiary 

institutions should improve supervision and existing facilities and infrastructure, 

such as CCTV, add officers, and maximize searches. 

Keywords : Criminological, Narcotics, Prisoner, Correctional Institution. 
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Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan  

 

(Al- Insyirah 5-6) 

 

 

 

Start now, start where you are, start with fear, start with pain, start with doubt, start 

with hand shaking, start with voice trembling; but start. Start and don’t stop. Start 

where you are, with what you have. Just start 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Narkoba atau narkotika dalam KBBI didefinisikan sebagai obat yang bisa 

menenangkan saraf, meredakan rasa sakit, memancing rasa kantuk atau 

merangsang. Sementara menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 mengenai Narkotika menjelaskan bahwa narkotika ialah zat atau obat 

yang terbuat dari tanaman maupun bukan tanaman, entah itu sintetik ataupun semi 

sintetis yang bisa mengakibatkan penurunan ataupun peralihan kesadaran, 

kehilangan emosi, hingga meredakan rasa nyeri serta bisa menyebabkan 

kecanduan.  

 

Narkotika di dalam dunia kedokteran ialah obat yang biasa digunakan untuk 

menghilangkan rasa sakit, namun masihh banyak orang yang menyalahgunakan 

narkotika ini, seperti untuk digunakan secara pribadi maupun disebarluaskan yang 

tentunya berbahaya bagi penggunanya. Pengedaran narkotika ialah kejahatan yang 

melanggar hukum serta melanggar norma sosial yang sudah terdapat sejak lama. 

Narkotika ini seringkali disalahgunakan bahkan banyak oknum yang dengan 

sengaja melaksanakan peredaran gelap dengan barang haram ini.  
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Masalah yang timbul dikarenakan makin maraknya pengedaran serta penggunaan 

narkotika ini tentu saja meresahkan masyarakat Indonesia, tidak hanya merusak 

tubuh bagi penggunanya peredaran narkotika ini juga merugikan banyak pihak. 

Narkotika ialah permasalahan yang terus menerus merebak seiring berjalannya 

waktu, hampir seluruh kalangan masyarakat baik dari anak-anak maupun dewasa 

banyak sekali yang menyalahgunakan narkotika ini hanya untuk kesenangan 

semata, sangking banyaknya penggunaan narkotika ini maka makin sulit pulalah 

untuk mengontrol penyebarannya. Peredaran ini terjadi di mana saja, baik di 

sekitar rumah, sekolah, tempat umum, bahkan di dalam lapas pun dapat terjadi 

bahkan yang mengedarkan barang tersebut ialah seorang narapidana di dalam 

lapas. Bahkan lapas pemasyarakatan rata-rata dihuni oleh narapidana yang 

melaksanakan kejahatan dalam penyalahgunaan narkotika.  

 

Narapidana ialah terpidana yang mengakami pidana kehilangan kebebasan pada 

Lembaga Pemasyarakatan.1 Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 Ayat 32, terpidana ialah individu yang menerima 

hukuman pidana menurut putusan pengadilan yang sudah mendapatkan 

kewenangan hukum tetap sementara berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 UU Nomor 12 

Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan dijelaskan bahwa narapidana ialah 

terpidana yang tengah menghadapi pidana hilang kebebasan di Lembaga 

Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan kebanyakan di isi oleh narapidana 

yang dihukum akibat melaksanakan penyalahgunaan terhadap narkotika.  

 

 
1  Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, “Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem  

Pemasyarakatan Indonesia”, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm 62. 
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Lembaga Pemasyarakatan ialah sebuah lembaga hukum yang dijadikan sebagai 

penampung/wadah proses pembimbingan bagi para terpidana, entah itu 

pembimbingan secara fisik atuapun bimbingan  secara rohaniah sehingga bisa 

hidup dengan normal lagi di tengah masyarakat.2 Pada data hasil survei BNN RI 

pada tahun 2021 telah ditemukan bahwa peningkatan pengguna narkotika telah 

meningkat sebesar 0,15% dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 1,95% atau 

sekitar 3,66 juta Jiwa.  

 

Menurut Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung beserta 

jajarannya telah menyebutkan bahwa sejumlah 1.757 kasus penyalahgunaan 

narkoba dari berbagai macam sepanjang tahun 2021. Juga dari 1.757 kasus yang 

disebutkan oleh Polda Lampung beserta jajarannya terdapat 2.356 tersangka yang 

ditangkap, Wakil Direktur Direktorat reserse narkoba Polda Lampung, AKBP FX 

Winardi telah mengungkapkan narkoba yang terungkap berasal dari beragam 

kategori dimulai dari kategori sabu-sabu, ganja, tembakau gorila, serta yang lain. 

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan bahwa dalam sehari terdapat 50 

orang yang meninggal dikarenakan narkoba. Juga lemahnya hukum di Indonesia 

dan juga aparat penegak yang kurang tegas dalam menghadapi penyalahgunaan 

narkotika menjadi salah satu pemicu semakin meluasnya bahaya narkotika di 

Indonesia.  

 

Pemerintah kerap melaksanakan segala cara untuk menanggulangi narkotika ini, 

salah satunya dengan P4GN. Dalam rangka penerapan P4GN “Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika” serta prekursor 

 
2 Ibid. hlm 67 
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narkotika melalui UU No. 35 Tahun 2009 dibentuk oleh Badan Narkotika 

Nasional (BNN) yang ialah badan pemerintah nonkementerian yang berperan di 

bawah Presiden serta mempunyai tanggung jawab pada Presiden.3 Upaya P4GN 

yang diadakan oleh pemerintah ini diharapkan bisa mengurangi angka peredaran 

serta angka penyalahgunaan narkotika yang makin mengkhawatirkan masyarakat 

juga pemerintah, dikarenakan angka peredaran serta penggunaan yang terus 

meningkat ini tentu saja merugikan berbagai pihak. Banyak sekali kasus kejahatan 

pengedar narkotika yang berasal dari dalam lapas pemasyarakatan. tindakan ini 

juga dapat ditemukan dalam lapas pemasyarakatan yang terdapat di Indonesia, 

lapas diharapkan dapat menjadi tempat untuk membina para narapidana akan 

tetapi justru melaksanakan suatu kejahatan lagi, terutama penyalahgunaan 

narkotika. Sering kali sistem penjara di Indonesia tidak konsisten dalam 

memberikan hukuman agar penghuninya jera, hal tersebut diduga dikarenakan 

“permainan uang” yang dilaksanakan oleh berbagai oknum pada lapas, bahkan 

penjaga di dalam sel tahanan sekalipun.  

 

Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala telah mengatakan, 

peredaran narkoba di dalam penjara sudah menjadi masalah akut. 

dikarenakan, selama ini tak terdapat tindakan yang tepat untuk 

menyelesaikannya. Adrianus juga menjelaskan, bahwa peredaran 

narkoba yang terjadi di dalam penjara seperti mempunyai sistem sendiri. 

Padahal jika dipandang sederhana, cuma terdapat dua jawaban tepat 

bagaimana narkoba bisa terdapat di tempat yang seharusnya tertutup buat 

barang haram itu. Pertama kecolongan dan kedua memang diberi izin 

atau dibiarkan.4 

 

 

 
3 BNN Sumatera Barat, “Peran BNN Dalam P4GN”, https://sumbar.bnn.go.id/peran-bnn-dalam-

pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-peredaran-gelap/,  diakses 2 Mei 2022 pukul 09.00 
4 B1, “Kriminolog: Peredaran Narkotika Di Lapas Masalah Akut”, 

https://www.beritasatu.com/news/40858/kriminolog-peredaran-narkoba-di-lapas-masalah-akut 

diakses 22 Mei 2022 pukul 19.00. 

https://sumbar.bnn.go.id/peran-bnn-dalam-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-peredaran-gelap/
https://sumbar.bnn.go.id/peran-bnn-dalam-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-peredaran-gelap/
https://www.beritasatu.com/news/40858/kriminolog-peredaran-narkoba-di-lapas-masalah-akut
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Bukan narapidana yang mengedarkan narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan, 

akan tetapi narapidana ini berhasil mengendalikan peredaran narkotika dari dalam 

lapas pemasyarakatan kepada masyarakat luar. Tentu saja ini sangat meresahkan, 

bagaimana bisa seorang narapidana dapat mengendalikan peredaran narkotika 

kepada masyarakat padahal sudah berada pada lapas pemasyarakatan. Lembaga 

Pemasyarakatan sebaiknya dijadikan sebagai tempat bagi narapidana menjalankan 

hukuman pidana, justru malah menjadi tempat untuk mengedarkan narkotika.  

 

Kurang ketatnya pengawasan serta perhatian dari pihak lapas pemasyarakatan itu 

sendiri dapat dijadikan sebagai satu dari sekian pemicu terjadinya peredaran 

narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, bahkan bisa jadi adanya 

keterlibatan antara narapidana dengan aparat penegak hukum ataupun Lembaga 

Pemasyarakatan itu sendiri seperti keterlibatan kepolisian ataupun keterlibatan 

petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga narapidana dapat melaksanakan 

pengendalian narkotika kategori sabu-sabu dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.  

 

Harus diakui pula Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat di Indonesia ini sudah 

terlalu penuh mengingat begitu banyaknya kejahatan yang terdapat di Indonesia 

sekarang ini, hal tersebut juga menyebabkan mudahnya terjadi transfer kejahatan 

yang menjadi lebih mudah dilaksanakan dikarenakan banyaknya penghuni lapas 

terutama mereka yang memang sudah terbiasa melaksanakan kejahatan, apalagi 

untuk kasus peredaran narkotika.  

 

Lembaga Pemasyarakatan juga membuat kesempatan terjadinya pertemuan bandar 

besar dengan bandar kecil amat tinggi. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
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2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara 

pada Pasa l4 huruf (g) bahwa “Setiap narapidana atau tahanan dilarang 

menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau precursor narkotika 

serta obat-obatan lain yang berbahaya”.  

 

Salah satu contoh kasus peredaran dan pengendalian narkoba dari dalam Lapas 

Bandar Lampung ialah yang dilaksanakan narapidana LP Kelas IA Bandar 

Lampung yang tidak lain ialah Lapas Rajabasa, yakni Abdul Basir Harahap. Basir 

dalah pihak yang menugaskan orang bernama Muslih agar mengedarkan produk 

terlarang tersebut. Sebelumnya, Basir divonis 17 tahun penjara dalam sidang di 

PN Kalianda, pada 15 September 2014 lalu. Aksi terdakwa dimulai dari Muslih 

yang menerima sebuah paket ganja dari Ucok (DPO), kemudian dia simpan serta 

disembunyikan pada wadah peyimpanan beras di dapur rumah terdakwa. 

Selanjutnya, dia mendapat 12 paket besar sabu dari Zulham (DPO) lewat 

perantara Ucok (DPO) kemudian dibawa pulang. Berikutnya, pada 25 April 2021, 

Muslih menerima tugas dari narapidana LP Kelas IA Bandar Lampung atau LP 

Rajabasa agar membagi 12 paket itu ke dalam 26 paket. Berdasarkan 

pemeriksaan, terdakwa telah mendapat serta memberikan sabu sejumlah tiga kali 

dalam periode dua bulan dengan berat 21 Kg. Jumlah 14 Kg sabu telah disalurkan 

kepada pihak yang membeli. 

 

Perbuatannya ini terbukti telah melanggar Pasal  114 Ayat 2 jo Pasal 132 Ayat 1 

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Adapun Pasal 114 Ayat 2 UU 

Narkotika menyebutkan bahwa “dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 
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menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada 

Ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 

melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 

(lima) gram, pelaku pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.  

 

Kasus serupa juga terjadi di Samarinda, polisi berhasil menggagalkan pengiriman 

2 kg sabu di kota Samarinda, Kalimantan Timur dari seorang pria yang berinisial 

FR. Polisi memberitahu bahwa sabu tersebut ialah milik seorang narapidana 

berinisial RK, yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Samarinda. 

Awalnya pihak kepolisian berhasil menangkap pria yang berinisial RF, yang 

ternyata baru saja membeli narkoba seberat 2 kilogram dari seorang pria yang 

berinisial FR di Jalan Aminah Syukur, Samarinda. Setelah diselidiki ternyata FR 

ialah orang kepercayaan RK, yang ialah tahanan di Lapas Narkotika Samarinda.  

 

Kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Lampung khususnya Bandar 

Lampung, seperti di Wilayah Lapas Kelas IA Bandar Lampung. Tidak hanya 

pengedaran narkotika, di tempat ini sangat riskan terjadi kejahatan baik yang 

disengaja maupun tidak bahkan dapat melukai teman satu sel sendiri seperti, 

penganiayaan, kekerasan, penyalahgunaan narkotika juga mengedarkan narkotika. 

Perbuatan ini diakibatkan kondisi lingkungan yang mayoritas penghuni dari sel itu 

sendiri terdiri dari pelaku-pelaku kejahatan yang telah terbiasa melaksanakan 

tindakan kriminal, sehingga memancing adanya banyak jenis kejahatan salah 

satunya penyalahgunaan narkotika.  
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Perlu diketahui tingkat penyalahgunaan narkotika yang terjadi seperti di wilayah 

Lembaga Pemasyarakatan provinsi lampung serta berbagai upaya yang sudah 

dilaksanakan oleh pihak kepolisian, sehingga bisa didapat permasalahan tersebut 

serta didapat juga penanggulangannya agar kejahatan penyalahgunaan narkotika 

di wilayah lapas dapat berkurang. Kejahatan ini juga terjadi disebabkan oleh 

berbagai faktor, yakni  faktor intern dan ekstern.  

 

Kriminologi juga mempunyai tujuan guna mempelajari secara dalam mengenai 

tindak pidana kejahatan dari berbagai aspek, yang diharapkan bisa mendapatkan 

pemahaman tentang dengan fenomena kejahatan dengan lebih luas. Mengenai 

kejahatan itu sendiri, tentang pelaku kejahatan tersebut, dan bagaimana 

mengatasinya. Terutama kejahatan yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan 

yang sepatutnya bisa dijadikan sebagai tempat dalam membimbing para tahanan, 

justru malah menjadi tempat untuk melaksanakan suatu kejahatan lagi, terutama 

penyalahgunaan narkotika. 

 

Maraknya kasus peredaran narkotika kategori sabu-sabu yang dikontrol oleh 

narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya harus menjadi 

perhatian khusus bagi kita semua, apalagi narapidana yang seharusnya dimbibings 

di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga menjadi seseorang yang lebih baik 

lagi malah justru melaksanakan suatu kejahatan lagi bahkan kejahatan tersebut 

dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang 

ebaiknya dijadikan sebagai tempat dalam membimbing para pelaku kejahatan 

justru menjadi tempat untuk melaksanakan kejahatan lagi.  
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Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik dalam melaksanakan kajian 

lanjutan mengenai apakah yang bisa menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan 

yang seharusnya membina narapidana justru malah menjadi tempat bagi 

narapidana untuk melaksanakan kejahatan lagi. Mengacu pada penjelasan 

tersebut, maka peneliti tertarik dalam meneliti permasalahan tersebut berjudul 

“Kajian Kriminologis Terhadap Peredaran Narkotika Jenis Sabu-Sabu Yang 

Dikendalikan Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan”. 

 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasar pada latar belakang tersebut, maka diambil berbagai permasalahan yang 

harus ipaparkan. Berikut formulasi permasalahan yang akan dipaparkan peneliti 

antara lain:  

a. Apakah faktor pemicu peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dikendalikan 

oleh narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan? 

b. Bagaimanakah upaya penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu-sabu 

yang dikendalikan oleh narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan? 

 

2. Ruang Lingkup 

Cakupan dalam penelitian ini ialah menerapkan kajian keilmuan hukum pidana 

juga menerapkan ilmu kriminologi. Objek pada penelitian ini menitikberatkan 

kepada faktor pemicu dan upaya penanggulangannya. Ruang lingkup pada 

penelitian ini dilaksanakan di Bandar Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian 

pada tahun 2023. 



10 
 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian  

Dilihat dari rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini antara 

lain: 

a. Untuk mengetahui faktor pemicu peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang 

dikendalikan oleh narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu-sabu 

yang dikendalikan oleh narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari beberapa Teori, yakni:  

a. Kegunaan teoritis  

Dari hasil penelitian ini diharap bisa memperbanyak pemahaman peneliti 

tentang kajian hukum pidana juga masukan pemikiran tentang perkembangan 

ilmu hukum pidana.  

b. Kegunaan Praktis  

Agar dapat menyediakan informasih untuk dijadikan saran bagi aparat penegak 

hukum baik polisi, pengadilan, maupun kejaksaan, serta lembaga yang 

bersangkutan dengan narkoba serta mengetahui upaya dalam menanggulangi 

serta mencegah kejahatan peredaran narkotika yang dikendalikan narapidana 

dari dalam lapas pemasyarakatan. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teori ialah berbagai konsep yang tidak lain sebagai desain dari hasil 

persepsi ataupun kerangka rujukan yang intinya mempunyai tujuan dalam 

melaksanakan identifikasi atau kesimpulan terhadap dimensi sosial yang dinilai 

sesuai.5 Dalam membahas penelitian ini teori yang digunakan ialah:  

 

a. Teori Faktor Pemicu Terjadinya Kejahatan 

Kejahatan ialah sebuah tindakan buruk, yang bersumber dari kata “jahat” yang 

mempunyai makna sangat tidak baik, amat buruk, amat jelek, sementara secara 

yuridis kejahatan dimaknai sebagai sebuah tindakan yang melawan hukum 

ataupun suatu perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang.6 Abdulsyani 

mengungkapkan bahwa pemicu lahirnya kriminalitas bisa ditemui dalam beragam 

faktor yang bisa menyebabkan kriminalitas khusus.7 Berbagai faktor tersebut 

antara lain:  

1) Faktor Internal  

Faktor internal ialah faktor yang paling dominan yang mempengaruhi 

seseorang melaksanakan kejahatan.8 Faktor internal ialah faktor yang berasal 

dari dalam diri orang itu sendiri, yang dilaksanakannya tanpa adanya paksaan 

atau bujukan dari orang lain. Hal ini biasanya berkenaan dengan psikologis 

atau kejiwaan orang itu sendiri yang cenderung mempunyai perilaku 

menyimpang.  

 
5 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, UI press, Jakarta, 2020, hlm 125. 
6 Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, “Hukum dan Kriminologi”, CV Anugrah Utama Raharja, 

Bandar Lampung, 2018, hlm. 123 
7 Abdulsyani, Sosiologis Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm.18 
8 Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Op.Cit. hlm. 127. 
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Faktor ini menitik beratkan kepada beratkan kepada dasar pemikiran 

seseorang yang timbul secara spontan. Faktor internal terbagi ke dalam 2 

kelompok, antara lain :  

a. Faktor internal yang memiliki sifat tertentu, yang ialah kondisi psikologis 

seorang individu, seperti sakit jiwa, emosional, rendahnya mental, serta 

kebingungan.  

b. Faktor internal yang memiliki sifat umum, yang diklasifikasikan ke dalam 

berbagai jenis, yakni kategori kelamun, umur, posisi seseorang di tengah 

masyarakat, tingkat pendidikan seseorang.  

 

2) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia 

terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.9 

Faktor eksternal berasal dari luar orang itu sendiri, yang dapat memicunya 

untuk melaksanakan sebuah kejahatan atau tindakan pidana. Faktor ini 

biasanya terjadi dikarenakan faktor ekonomi yang sulit, faktor agama, faktor 

bacaan, faktor film, niat atau kesempatan, juga lingkungan pergaulan yang 

tentu saja dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya 

kejahatan atau tindak pidana. 

 

b. Upaya Penanggulangan Kejahatan  

Dahulu publik di penjuru dunia telah dihadapkan pada kejahatan yang ialah ulah 

dari publik itu sendiri. Kejahatan ialah pelanggaran terhadap berbagai norma yang 

terdapat di masyarakat, misalnya norma hukum, norma agama, norma kesusilaan. 

 
9 Ibid, hlm. 128. 
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Norma hukum diformulasikan dalam regulasi perundang-undangan yang 

dipertanggung  jawabkan aparat pemerintah untuk memberlakukannya, khususnya 

kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan.10 Dalam langkah untuk menanggulangi 

kejahatan ini dilaksanakan dengan cara penal maupun non penal, yakni:  

 

1) Penal 

Upaya penal ini ialah upaya yang dilaksanakan melalui jalur hukum, upaya ini 

dilaksanakan disaat kejahatan sudah dilaksanakan, dengan melalui penangkapan, 

penyelidikan, juga penyidikan hingga menjatuhkan hukuman.  

2) Non Penal  

Upaya non penal ialah upaya yang dilaksanakan di luar jalur hukum pidana, 

Tindakan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi sebelum terjadinya tindakan 

kejahatan. 

 

2. Konseptual  

Konseptual ialah rangkaian yang memproyeksikan relasi antar berbagai konsep 

khusus, yang ialah himpunan dari berbagai makna yang berkaitan dengan istilah 

yang akan diteliti serta dicari tahu.11 Kerangka konseptual ialah tatanan dari 

berbagai konsep sebuah kesatuan yang lengkap, sehingga tercipta sebuah 

pemahaman agar menjadi pedoman, landasan serta acuan dalam penelitian 

ataupun penelitian. 12 Adapun pengertian juga istilah yang digunakan dalam 

penelitian karya ilmiah ini ialah: 

 
10 Soedjono,D, “Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)”, Bandung, Alumni, 2005, 

hlm.42. 
11 Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm 132. 
12 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 42. 
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a. Kajian berdasarkan KBBI ialah hasil mengkaji ataupun penyelidikan tentang 

sesuatu.13 

b. Kriminologi ialah bidang keilmuan yang memiliki tujuan untuk mengetahui 

tentang fenomena kejahatan seluas mungkin.14 

c. Peredaran ialah pergantian (peralihan) dari kondisi yang satu ke kondisi 

lainnya yang terus menerus secara berulang seolah merubah ebuah lingkaran.15 

d. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

“narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 

baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan”. 

e. Sabu sabu ialah salah satu jenis narkotika golongan 1 yang mengandung zat 

adiktif yang cukup tinggi, yang ialah obat psikostimunlansia dan 

simpatomimetik.16 

f. Narapidana ialah pihak yang tengah menerima sanksi sebab sudah 

melaksanakan sebuah tindak pidana.17 

g. Lembaga Pemasyarakatan ialah wadah bagi banyak pihak yang menerima 

hukuman pidana.18 

 

 
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kajian, https://kbbi.web.id. diakses pada tanggal 10 Juni 2022 

pukul 12.55 
14 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm 0. 
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peredaran, https://kbbi.web.id. diakses pada tanggal 10 Juni 

2022 pukul 14.00 
16 http://id.wikipedia .org/wiki/Metamfetamina diakses pada tanggal 21 April 2022 pukul 14.10. 
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidanaana, https://kbbi.web.id. diakses pada tanggal 9 

April 2022 pukul 12.50. 
18 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan, https://kbbi.web.id. diakses pada 

tangga l 9 April 2022 pukul 12.55. 
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E. Sistematika Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan yang ditetapkan peneliti 

menggunakan sistematika penelitian yang sistematis. Oleh karena itu dibuat 

susunan sistematika secara garis besar dalam memahami seluruh isi dari 

penyusunan karya tulis ini, antara lain:  

 

I. PENDAHULUAN  

Pendahuluan ialah bab yang memuat penjelasan dari latar belakang, perumusan 

masalah, permasalahan, tujuan, ruang lingkup, kerangka teori, kegunaan 

penelitian dan konseptual serta sistematika penelitian. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka ialah bab yang memuat tentang pengertian dari kriminologi 

secara umum, pengertian tentang narkotika serta jenisnya, definisi tindak pidana 

secara umum, dan pengertian umum tentang narapidana, Lembaga 

Pemasyarakatan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian peneliti melaksanakan penelitian dalam mendapatkan data juga 

mengumpulkan banyak data. Juga memuat cara-cara juga Langkah-langkah yang 

dipakai peneliti yang memuat sumber masalah, jenis data, pengumpulan dan 

pengolahan data serta analisis data. 
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IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Penelitian dan pembahasan ialah bab yang memuat penjelasan dari peroalan yang 

terdapat di dalam penelitian karya ilmiah ini, yang didapat dari data lapangan 

yakni data primer maupun data sekunder.  

 

V. PENUTUP  

Penutup ialah bab yang memuat tentang simpulan serta mengenai berbagai hal 

juga permasalahan yang sudah diurai dalam bab-bab sebelumnya, yang digunakan 

untuk menjawab persoalan yang sudah diajukan. Pada bab ini memuat paradigma 

serta masukan terhadap persoalan dalam penyusunan ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum Kriminologi 

 

 

Kriminologi ialah cabang bidang keilmuan yang tumbuh antara lain sosiologi, 

antropologi, ilmu hukum serta lainnya. Berdasarkan konsep etimologis, 

kriminologi asalnya dari kata “Crimen” yang bermakna kejahatan serta “Logos” 

yang bermakna wawasan maupun bidang keilmuan.19 Oleh karena itu kriminologi 

ialah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, menyelidiki tentang kejahatan, 

serta mencari tau fenomena juga pemicu dari kejahatan itu. Menurut ahli 

diantaranya, kriminologi ialah bidang keilmuan yang mengkaji berbagai 

fenomena kejahatan serta perilaku asusila, asal muasal serta dampak-

dampaknya.20 Ilmu kriminologi berusaha untuk memperoleh pemahaman serta 

definisi dari fenomena sosial dalam sektor kejahatan yang selalu terdapat di 

tengah masyarakat juga mempelajari mengapa seseorang melaksanakan suatu 

perbuatan jahat. Serta mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Berdasarkan 

perspektif dan pandangan dari ilmu kriminologi kejahatan akan selalu mengalami 

perkembangan selaras dengan peradaban manusia bagaikan bayangan yang selalu 

terdapat dihidup manusia.21 

 
19 Alam A. S, “Pengantar Kriminologi”, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 1. 
20 Deni Achmad dan Firganefi, “Pengantar Kriminologi dan Viktimologi”, Penerbit Fakultas 

Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2016, hlm. 9. 
21 Heni Siswanto dan Maroni, “Hukum Pidana (Menuju Pemikiran Positivisik yang Berkeadilan 

dan Berkebenaran”), Bandar Lampung, Pusaka Media,2020, hlm.23 
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Menurut pendapat Moeljatno, kriminologi ialah bidang kelimuan tentang 

kejahatan dan juga kelakuan jelek juga tentang orangnya yang tersangkut pada 

kejahatan serta kelakuan jelek itu. Kriminologi ialah bidang keilmuan yang 

mengkaji sebab-akibat, penanganan serta minimalisasi kejahatan sebagai 

fenomena manusia dengan mengumpulkan berbagai sumbangan dari berbagai 

bidang keilmuan.22  

 

Kriminologi juga menjadi ilmu dukung dalam hukum pidana dengan memberi 

pengetahuan yang mendetail tentang suatu indikasi kejahatan, apakah pemicunya 

dilaksanakan kejahatan, juga usaha apa saja yang dilaksanakan untuk bisa 

menanggulangi kejahatan tersebut, dengan tujuan agar dapat menekan jumlah dari 

kejahatan itu sendiri. Apalagi peredaran narkotika yang terus saja terjadi 

dikalangan masyarakat membuat Lembaga Pemasyarakatan penuh akan pelaku 

kejahatan penyalahgunaan narkotika terutama pelaku pengendalian peredaran 

narkotika.  

 

Kriminologi sendiri ialah sarana agar memahami berbagai pemicu kejahatan juga 

sampaknya serta menganalisis upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. 

Berikut berbagai teori yang menjelaskan berbagai unsur yang ikut menjadi pemicu 

terjadinya kejahatan ataupun mengkaji berbagai dimensi kejahatan terbagi ke 

dalam dua kategori, oleh Abintoro Prakoso yakni teori kriminologi konvensional 

dan teori kriminologi modern, yakni sebagai berikut:23 

 

 

 
22 R. Soesilo, “Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab kejahatan”), Bogor, Politea, 1985 

hlm. 3. 
23 Wahyu Muljono, “Pengantar Teori Kriminolog”i, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 35 
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1. Teori Kriminologi Konvensional  

a. Teori Bonger, menjelaskan terdapat tujuh jenis pemicu terjadinya 

kejahatan, yakni terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin 

mempunyai, demoralisasi seksual, alkoholisme, rendahnya budi pekerti, 

dan perang. 

b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kriminologis mengaitkan Tindakan 

kriminal dengan berbagai faktor sebagai pemicunya. 

c. Teori dirasuki setan, ialah upaya menemukn kausa kejahatan dengan 

wajar tidak men erima teori dirasuki setan, akan tetapi masihh 

berpandangan bahwa pemicu kejahatan ialah dari luar keinginan si 

pelaku. 

d. Thermal Theory, memaparkan bahwa kejahatan yang ditunjukan kepada 

manusia diberi pengaruh oleh iklim panas serta terhadap kekayaan diberi 

pengaruh oleh iklim dingin. 

e. Teori Van Mayrs, memaparkan bahwa kejahatan meningkat apabila 

harga bahan pokok bertambah, dan sebaliknya. 

f. Teori Ferrv, menerangkan bahwa penyebab kejahatan terdapat pada 

lingkungan sosial, lingkungan fisik, serta keturunan.  

 

2. Teori Kriminologi Modern  

a. Teori asosiasi diferensial (differential association theory) dari Gabriel 

Tarde, memaparkan bahwa kejahatan yang dilaksanakan individu ialah 

hasil tiruan terhadap tindakan kejahatan yang terdapat dalam publik. 

Sementara Edwin H. Sutherland berasumsi bahwa tindakan kriminal, entah 

itu mencakup teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, serta rasionalisasi 

yang nyaman, dikaji lewat asosiasi yang dilaksanakan mereka yang 

melawan berbagai norma masyarakat, termasuk norma hukum. 

b. Teori tegang ataupun anomi dari Emile Durkheim, memaparkan bahwa di 

bawah keadaan sosial khusus, berbagai norma sosial tradisional serta 

beragam regulasi kehilangan otoritasnya terhadap perilaku. Sementara 

Robert K. Merton menilai bahwa manusia umumnya senantiasa melawan 

hukum sesduah terpisahnya antara tujuan dengan prosedur 

mewujudkannya menjadi sangat besar, sehingga satu-satunya upaya 

mewujudkan tujuan ialah lewat saluran yang tidak resmi. 

c. Teori kontrol sosial (social control theory), mengarah kepada masing-

masing pandangan yang mengkaji tentang kontrolisasi perilaku manusia, 

yakni delinquency serta kejahatan berkenaan dengan berbagai variabel 

yang sifatnya sosiologis, yakni struktur keluarga, pendidikan, serta 

kelompok dominan. 

 

 

W. A Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai suatu bidang keilmuan dengan 

tujuan untuk mendalami fenomena kejahatan seluas mungkin. Oleh karena itu 
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Bonger mengelompokkan kriminologi ke dalam dua bagian, yakni kriminologi 

terapan dan murni yang meliputi:24 

1. Antropologi Kriminal 

Antropologi kriminal ialah bidang keilmuan yang mempelajari manusia 

yang berperilaku jahat. Ilmu ini memberi solusi atas oknum jahat bahwa 

di dalam tubuhnya terdapat berbagai tanda tentang bagaimana, serta 

keterdapatan hubungannya antar suku bangsa dengan kejahatan juga 

berikutnya.  

  

2. Sosiologi Kriminal 

Sosiologi kriminal ialah bidang keilmuan yang mempelajari tentang 

kejahatan dalam suatu fenomena masyarakat. Dalam ilmu ini inti 

persoalannya yang ditanggapi ialah sampai manakah letak berbagai 

penyebab kejahatan di tengah masyarakat.  

 

3. Psikologi Kriminal 

Psikologi Kriminal ialah bidang keilmuan yang mempelajari mengenai 

penjahat yang dinilai berdasarkan egi jiwanya.  

 

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal 

Psikopatologi dan neuropatologi criminal ialah ilmu mengenai penjahat 

yang mengalami sakit jiwa ataupun urat syaraf. 

 

5. Penologi  

Penologi ialah ilmu yang mempelajari berkembang dan tumbuhnya 

hukuman dalam hukum pidana.  

 

Di samping itu Bonger juga menyatakan terdapatnya kriminologi terapan dan 

terbagi ke dalam 3 bagian yakni:  

1. Higiene Kriminal  

Higiene kriminal ialah upaya yang dilaksanakan guna bertujuan 

meminimalisir adanya kejahatan. Contohnya pemerintah berusaha 

menerapkan undang-undang, untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya 

yang dilaksanakan sekadar untuk meminimalisir adanya kejahatan.  

 

2. Politik Kriminal 

Politik Kriminal ialah upaya dalam pengatasan  kejahatan, yang di mana 

kejahatan tersebut sudah terjadi. Yang terlihat dari berbagai penyebab 

orang melaksanakan kejahatan tersebut. Contohnya jika difaktori oleh 

faktor ekonomi yang kekurangan maka yang dapat dilaksanakan ialah 

menambah kemampuan ataupun dapat juga dengan membuka 

kesempatan kerja. 

 
24 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, Op Cit, hlm 10. 
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3. Kriminalistik 

Kriminalistik ialah ilmu yang mempelajari tentang penyelenggaraan 

penyidikan Teknik kejahatan serta pengusutan kejahatan. 

 

 

Pandangan beberapa sarjana ternama memberikan pengertian kriminologi, seperti 

menurut J. Constant, kriminologi ialah bidang keilmuan yang tujuannya adalah 

untuk memilih berbagai faktor yang menjadi asal muasal dari adanya suatu 

kejahatan dan penjahat. Sementara menurut Noach, kriminologi ialah bidang 

keilmuan yang mempelajari fenomena-fenomena kejahatan (Tindakan kejahatan) 

dan juga perilaku yang tidak menjadi asal muasal serta dampaknya.  

 

E.H Sutherland dan Donald R. Cressey, berpendapat bahwa kriminologi ialah “a 

body of knowledge regarding crime as a social phenomenon” yang berarti seluruh 

bidang keilmuan yang mengkaji tentang kejahatan sebagai gejala sosial. 

Sutherland membagi kriminologi ke dalam 3 cabang keilmuan utama, yakni:  

 1. Etiologi Kriminal  

Etiologi kriminal ialah cabang kriminologi yang mencari penyebab utama 

dari kejahatan.  

 

2. Penologi  

Penologi yakni bidang keilmuan yang ialah ilmu tentang hukuman, namun 

Sutherland dengan usaha pengendalian kejahatan memasukan hak-hak 

yang berkaitan baik represif maupun preventif.  

 

3. Sosiologi Hukum  

Sosiologi hukum ialah bidang keilmuan yang memaparkan bahwa 

kejahatan ialah tindakan yang dilarang oleh hukum serta dapat diancam 

hukuman. Jadi, yang memutuskan perbuatan tersebut ialah perbuatan 

kejahatan ialah hukum.  

 

Kriminologi sebagai bidang keilmuan yang melingkupi seluruh bahan wawasan 

yang dibutuhkan dalam memperoleh desain kejahatan juga seperti apa cara 

pencegahan kejahatan yang dilaksanakan mencakup di dalamnya pemahaman 
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mengenai pidana ataupun hukuman. Objek studi yang dijadikan sebagai fokus 

kriminologi mencakup sebagai berikut  

1. Sosiologi Hukum  

Pada sosiologi hukum yang menjadi fokus perhatiannya ialah objek studi 

kriminologi, yakni perbuatan jahatnya dengan mempelajari suatu hal serta 

kondisi yang tentang dengan terbentuknya hukum pidana, apa saja peranan 

hukum dalam mewujudkan nilai sosial, serta kondisi empiris dalam 

perkembangan hukum.  

 

2. Etiologi Kriminal  

Dalam etiologi kriminal yang menjadi fokus perhatiannya ialah kepada 

penjahatnya (pelaku kejahatan), yakni mempelajari alasan dari seseorang 

tersebut dalam melaksanakan suatu kejahatan serta melanggar hukum 

pidana. 

 

3. Penologi  

Dalam penologi yang menjadi fokus perhatiannya ialah bagaimana reaksi 

sosial kepada kejahatan dan juga penjahat, dengan cara mempelajari hal 

yang tentang dengan perkembangan dalam pidana atau hukuman. Serta arti 

dan juga manfaat pidana yang berkaitan dengan control of crime 

(pengendalian kejahatan).  

 

4. Viktimologi  

Dalam viktimologi yang menjadi fokusnya yakni korban kejahatan, 

interaksi yang terjadi di antara penjahat serta korban, tanggung jawab 

korban pada saat sebelum dan selama kejahatan terjadi.25 

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka objek kajian pada kriminologi lebih 

ditekankan kepada fenomena kejahatan seluas-luasnya dengan artian mempelajari 

penjahat, kejahatan, serta reaksi masyarakat kepada keduanya. Berdasarkan 

pengertian di atas juga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kriminologi bukan 

ilmu yang berdiri sendiri. Ilmu kriminologi juga hadir dengan tujuan, yakni untuk 

memberikan pengetahuan pada orang lain mengenai sebab akibat mengapa 

seseorang dapat melaksanakan suatu kejahatan. 

 
25 Heni Siswanto dan Maroni, Op.Cit, hlm.76. 
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B. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika  

 

1. Pengertian Narkotika  

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyebutkan bahwa Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik 

sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan kesadaran, hilang 

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan 

ketergantungan.  

 

Narkotika ialah bahan, zat dan obat yang dapat mempengaruhi tubuh terutama 

bagian otak dan susunan saraf pusat, yang menyebabkan gangguan Kesehatan 

fisik, psikis dan fungsi sosial.26 Sebenarnya narkotika ialah obat atau zat yang 

bermanfaat dan diperlukan untuk penyakit tertentu sesuai dengan resep dokter. 

Namun, apabila disalahgunakan juga penggunaanya tidak sesuai dengan standar 

pengobatan atau disalahgunakan dapat menyebabkan bahaya yang besar serta 

kerugian bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.  

 

Bahkan hal ini bisa lebih merugikan lagi apabila disertai dengan peredaran gelap 

narkotika yang tentu saja dapat menyebabkan bahaya yang besar bagi kehidupan 

serta nilai-nilai budaya bangsa terutama jika merusak generasi penerus bangsa. 

Narkotika di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang sejak peninggalan 

belanda. Namun seiring perkembangan zaman, regulasi yang mengatur narkotika 

juga ikut berkembang. Pengaturan narkotika yang terdapat di Indonesia 

sebenarnya sudah terdapat sejak lama, dengan menggunakan undang-undang 

peninggalan Belanda.  

 
26 Dharana Lastarya, “Narkoba, Perlukah Mengenalnya”, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm 15.   
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Semenjak perubahan serta perkembangan zaman, regulasi yang mengatur 

narkotika ikut berkembang. Oleh karena itu undang-undang narkotika 

peninggalan belanda tidak memadai untuk digunakan, Sehingga pada tahun 1976 

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang 

Narkotika. Akan tetapi dikarenakan kasus narkotika yang terus saja berkembang 

pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 

tentang Narkotika. kemudian pemerintah merevisi lagi undang-undang 

sebelumnya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  

 

Narkotika ialah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan 

mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan 

gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, 

ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).27 Berdasarkan Pasal 6 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbagi 

menjadi 3 kelompok yakni narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III.  

a) Narkotika golongan I ialah narkotika yang digunakan untuk tujuan 

pengembangan bidang keilmuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 

berpotensi mempunyai ketergantungan yang tinggi. Daftar narkotika 

golongan I berjumlah 133 jenis narkotika. 

b) Narkotika golongan II berjumlah 91 jenis narkotika yang berkhasiat untuk 

pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir, pengembangan 

bidang keilmuan dan dapat digunakan dalam terapi serta berpotensi 

mempunyai ketergantungan yang tinggi. 

c) Narkotika golongan III berjumlah 15 jenis narkotika yang berkhasiat untuk 

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, pengembangan bidang 

keilmuan serta berpotensi ketergantungan ringan.28 

 

 

 

 

 
27 Dharana Lastarya, Op.Cit, hlm. 16 
28 Abi Jam’an Kurnia, Ini Aturan tentang Penggolongan Narkotika di Indonesia, am’an Kurnia, 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-atur-tentang 

penggolongan-narkotika-di-indonesia/ ,diakses pada 10 April 2022 pukul 14.00. 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-atur-tentang%20penggolongan-narkotika-di-indonesia/
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-atur-tentang%20penggolongan-narkotika-di-indonesia/
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2. Kandungan Narkotika  

Kandungan Narkotika memberi pengaruh kuat terhadap diri manusia, entah itu 

secara mental ataupun fisik. Pengaruh narkotika menyebabkan pengguna seakan 

beralih ke alam lain, sehingga bisa melupakan rasa sakit ataupun tingginya 

tekanan hidup. Zat yang terkandung narkotika menyebabkan ciri khas 

diantaranya;  

a) Sebagai stimulus yakni zat yang dapat menyebabkan dampak yang dapat 

memicu kerja tatanan saraf pusat pada penggunanya.  

b) Sebagai halusinogen yakni zat yang dapat menyebabkan dampak 

halusinasi dan juga dampak imajinasi pada penggunanya  

c) Sebagai analgesic yakni zat yang dapat menyebabkan dampak 

menghilangkan rasa sakit.29 

 

 

Penyalahgunaan pada narkotika ialah penggunaan narkotika yang tidak sesuai 

dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika.Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan 

bahwa narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, 

pengembangan bidang keilmuan dan teknologi. Sementara untuk pengadaan, 

impor, ekspor dan peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah.   

 

Akibatnya pemakaian narkotika yang disebutkan pada Pasal 7 mempunyai 

konsekuensi yuridis yakni penyalahgunaan narkotika akan mendapatkan pidana 

atau ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut. Penetapan 

konsideran undang-undang narkotika ialah kejahatan narkotika yang terdiri dari 

kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, 

menggunakan dan mengedarkan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan 

 
29 Asrianto Zainal, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau dari Aspek 

Kriminologi, Jurnal Al-Adi, Vol. 6, No 2, (2013), hlm. 45 
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ketat serta bertentangan dengan perundang-undangan ialah tindak pidana 

narkotika atau kejahatan narkotika, karena sangat merugikan dan membahayakan 

kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional. Hal 

ini sesuai dengan rumusan dalam Bab XV ketentuan pidana Pasal 111 sampai 

Pasal 148 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  

 

3. Jenis-Jenis Narkotika  

Narkotika yang beredar di masyarakat terdapat berbagai macam jenisnya mulai 

dari yang mempunyai dampak ringan hingga yang berbahaya yang sering kali 

disalahgunakan oleh masyarakat berikut jenis-jenis narkotika yang ada, yakni:  

a. Sabu-Sabu 

Sabu-sabu berbentuk seperti bumbu dapur, yakni menyerupai kristal-kristal 

kecil berwarna putih, tidak mempunyai bau, dan juga mudah larut di dalam air 

alkohol. Bagi pengguna sabu-sabu akan segera merasakan efeknya seperti 

merasa aktif, mempunyai banyak ide, tidak merasa lelah walaupun sudah 

bekerja dengan waktu lama, tidak merasa lapar, serta mempunyai kepercayaan 

diri yang tinggi.  

 

b. Ganja  

Ganja mempunyai istilah lain yakni (marijuana), yang berarti memabukan, 

ganja ini dapat tumbuh di daerah tropis atau subtropis dengan musim dan juga 

iklim daerah setempat.  

 

c. Opium 

Opium ialah jenis narkoba yang berasal dari tanaman Bernama papaver 

somniferum. Yang berbentuk getah putih yang keluar dari biji tanaman 

papaver somniferum yang lalu membeku, dan kemudian mengering berwarna 

hitam coklat dan diolah agar menjadi candu mentah ataupun candu kasar. 

 

d. Morfin 

Morphine ini biasanya digunakan di dalam dunia kedokteran untuk menjadi 

obat penenang dan juga obat penghilang nyeri atau rasa sakit, morfin ini bahan 

bakunya berasal dari candu atau opium. 

 

e. Cocaine 

Cocaine ialah tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat perangsang, 

biasanya cocaine ini tumbuh di Amerika Selatan, india, Ceylon dan Jawa.  
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f. Heroin 

Heroin ini tidak seperti morphin yang masihh mempunyai nilai untuk 

kedokteran, heroin ini berasal dari candu dan mempunyai dampak yang lebih 

keras dibandingkan morphine. Heroin ini sendiri dapat menyebabkan dampak 

halusinasi yang kuat, kecanduan, serta kehilangan kesadaran.  

 

g. Nipam  

Nipam ini juga biasanya disebut dengan pil koplo. Narkotika jenis ini 

seringkali digunakan oleh orang-orang untuk mengurangi rasa kecemasan, 

biasanya penyalahgunaan narkotika jenis nipa mini sering kali digunakan 

bersamaan dengan alkohol yang akan meningkatkan dampak buruk kepada 

penggunanya.  

 

h. Ekstasi 

Ekstasi ini tidak termasuk kedalam zat yang tergolong narkotika ataupun 

alkohol, akan tetapi ialah zat adiktif yang tergolong kedalam simultansia 

(perangsang).  

 

i. Putaw 

Putaw ialah minuman dari Cina yang di dalamnya terkandung alkohol jenis 

heroin yang masihh sekelompok dengan ganja, cara memakainya ialah dengan 

menghisap melalui hidung ataupun mulut, dan juga bisa dengan 

menyuntikkannya ke pembuluh darah.  

 

 

Narkoba jenis sabu-sabu sendiri ialah kelompok narkotika yang ialah stimulans 

system saraf yang mempunyai nama methamphetamine hydrochloride yang ialah 

turunan dari stimulan saraf amfetamin. Sabu-sabu ini pada umumnya berwarna 

putih seperti gula yang berbentuk seperti kristal. Sabu-sabu biasanya digunakan 

dengan cara membakarnya di atas alumunium foil sampai mengalir dari ujung 

satu ke ujung lain. Dan kemudian asap yang keluar dihisap melalui sebuah bong 

(jenis pipa yang dalamnya memuat air). 

 

Sabu-sabu seringkali menjadi salah satu pemicu yang sering dikeluhkan oleh 

penderitanya, seperti pemicu rasa takut yang berlebihan (paranoid), menjadi 

sangat mudah tersinggung atau sensitif, terlebih sampai mengalami halusinasi 

juga pikiran yang negatif. Terutama sabu-sabu ini mempunyai dampak yang kuat 
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terhadap saraf. Akibat penggunaan jangka panjang, dapat menyebabkan 

menurunnya daya tahan tubuh dan mudah terinfeksi penyakit juga virus, serta 

dapat mengalami gangguan jiwa, bahkan ketergantungan. Apalagi bila 

penggunanya mengalami fenomena putus obat dapat menyebabkan cepat marah, 

tidak tenang/gelisah, cepat merasakan lelah, tidak bersemangat dan ingin tidur 

terus.30 

 

C. Pengertian Narapidana  

 

1. Pengertian Narapidana 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa narapidana ialah 

orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melaksanakan suatu tindak 

pidana.31 Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) tercantum dalam Pasal 1 Angka 32, terpidana ialah seseorang yang 

dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap.  

 

Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, narapidana ialah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di lapas. Narapidana ini dimasukan kedalam Lembaga 

Pemasyarakatan tidak hanya memberikan rasa lega serta aman kepada korban, 

tetapi memberikan perasaan lega dan juga aman kepada masyarakat. Dengan 

memberikan berbagai macam pembinaan baik pembinaan jasmani maupun 

pembinaan rohani. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

 
30 Artikel BPOM, shabu-shabu,  http://ik.pom.go.id/v2016/artikel /shabu-shabu, diakses pada 10 

April 2022, pukul 19.18. 
31 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidanaana, https://kbbi.web.id. diakses pada tanggal 29 

April 2022, pukul 12.50. 
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Pemasyarakatan, pada Pasal 2 menggatakan bahwa: “Sistem pemasyarakatan 

diselenggarakan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam 

pembangunan, dapat hidup sewajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 

jawab”.  

 

2. Kewajiban Narapidana 

Narapidana juga mempunyai kewajiban yang tentu saja harus dilaksanakan, 

kewajiban narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan 

Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yakni:32  

1. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani 

dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib. 

2. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan 

kepercayaannya. 

3. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam 

dalam sehari. 

4. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan. 

5. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala 

perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap 

seluruh petugas. 

6. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama 

penghuni. 

7. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam 

penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah 

yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib. 

8. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, 

pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara 

penghuni di. dalam lapas. Menjaga dan memelihara segala barang 

inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam 

penyelenggaraan pembinaan narapidana. 

9. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.  

 

 

 
32 B Mardjono Reksodiputro, 2009. Naskah akademik Hak Narapidanaana Untuk Mendapatkan 

Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil 

Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanudin Makasar 
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D. Pengertian dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

 

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga Pemasyarakatan ialah Lembaga yang dikhususkan untuk memberikan 

pembinaan kepada narapidana atau terpidana. Lapas ialah suatu tempat yang 

dibuat khusus dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumnya sesuai 

dengan keputusan hakim.33 Dahulu lapas ini disebut dengan penjara yang ialah 

tempat untuk menghukum dengan sadis seperti penyiksaan, mutilasi, dibakar, 

bahkan eksekusi, namun saat ini penjara yang terdapat di Indonesia telah berubah 

menjadi Lembaga Pemasyarakatan.  

 

Menurut sudarto definisi pemasyarakatan ialah istilah pemasyarakatan dapat 

disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya 

ditetapkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam 

masyarakat Indonesia.34 Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari jajaran 

mata rantai penegakan hukum di Indonesia berfungsi melaksanakan tugas 

pengamanan dan memberikan pembinaan bagi mereka yang melaksanakan 

pelanggaran hukum.35  

 

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka ke-3 

dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang disebut dengan LAPAS ialah 

suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan.36  Pembinaan yang diberikan kepada narapidana dan terpidana 

 
33 R.Abdoel Djamali.S.H. 2009. Pengantar Hukum Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Hlm. 188-189.  
34 Hendro Purba, Pengertian Tentang Sistem Pemasyarakatan. http://online-hukum.blogspot. com. 

Diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 18.00 
35 Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, Op Cit. hlm.66. 
36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
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ini juga bukan hanya pembinaan yang terpaku pada prinsip pembinaan, melainkan 

tata cara bagaimanakah pembinaan yang dilaksanakan pada kenyataannya dapat 

memperoleh hasil yang didapatkan dari pembinaan itu. Apakah narapidana 

tersebut dapat menjadi orang yang lebih baik lagi setelah melalui proses 

pembinaan yang panjang, atau bahkan sama sekali tidak mempengaruhi 

narapidana tersebut.  

 

Lembaga Pemasyarakatan ialah instansi yang digunakan untuk melaksanakan 

pemenuhan juga perlindungan hak-hak asasi tersangka, terpidana, dan terdakwa 

yang mempunyai peran vital di dalam penegakan hukum. Peran Lembaga 

Pemasyarakatan juga memudahkan pengintegrasian dan juga penyesuaian diri 

dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa 

sebagai pribadi juga Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk 

kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Indonesia lainnya serta 

mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.37 

 

Lembaga Pemasyarakatan dibentuk agar menghilangkan arti buruk tentang 

penjara yang dahulunya dikenal kejam serta dan menyiksa narapidana, tentu saja 

Lembaga Pemasyarakatan ialah suatu lembaga yang digunakan untuk 

menjalankan fungsi dari pada pidana penjara, namun narapidana juga mempunyai 

hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia sehingga narapidana juga mesti 

mendapatkan perlakuan yang baik oleh masyarakat, masyarakat juga tidak berhak 

untuk mencela serta memperlakukan mantan narapidana dengan buruk.  

 

 
37 Ibid. 
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2. Fungsi Dari Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga Pemasyarakatan tentunya bertujuan untuk membina narapidana. Dalam 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang 

tertulis sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga 

binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatan sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.38 

Jelas tertulis pada Pasal 2 bahwa tujuannya didirikannya Lembaga 

Pemasyarakatan agar warga binaan lapas pemasyarakatan dapat menjadi manusia 

seutuhnya serta menyadari kesalahan yang telah diperbuat serta agar warga binaan 

juga dapat memperbaiki diri serta berusaha agar tidak mengulangi lagi kesalahan 

yang telah diperbuat, agar saat warga binaan lapas telah kembali ke masyarakat 

dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. 

 

Pasal 3 juga menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan 

warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan 

masyarakat, sehingga dapat berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang bebas 

dan bertanggung jawab dalam menghadapi masalah serta dapat diterima dengan 

baik di lingkungan masyarakat. Masyarakat juga diharapkan tidak 36 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

mengasingkan warga binaan yang telah menjalani hukuman pidana, oleh karena 

itu Lembaga Pemasyarakatan berusaha membekali warga binaan yang terdapat di 

dalam Lembaga Pemasyarakatan agar dapat diterima oleh masyarakat nantinya. 

 
38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah ialah proses untuk penyelesaian atau pemecahan 

permasalahan yang melalui berbagai tahapan yang ditetapkan, sehingga dapat 

mewujudkan tujuan dari suatu penelitian. Metode pendekatan yang dipakai oleh 

peneliti untuk menyelesaikan karya ilmiah ini dilaksanakan dengan menggunakan 

dua pendekatan penelitian. Antara lain:  

1. Pendekatan penelitian secara yuridis empiris ialah pendekatan menggunakan 

cara mengumpulkan informasih dan realita yang terdapat di lapangan yang 

berkaitan dengan penegakan hukum. Pendekatan ini diraih dengan cara 

mengkaji hukum juga realita menurut fakta yang terdapat dan didapatkan 

secara objektif di lapangan baik berbentuk informasih, data, dan pendapat yang 

dilandaskan pada pengenalan serta efektivitas hukum melalui wawancara. 

 

2. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif ialah pendekatan yang digunakan 

dalam menemukan kebenaran melalui cara menelaah serta mengkaji berbagai 

hukum primer, sekunder, maupun tersier yang mempunyai kaitan serta 

berkaitan dengan kejahatan yang dilaksanakan. Secara operasional pendekatan 

ini dilaksanakan dengan cara studi kepustakaan, studi literatur, serta mengkaji 

pendapat dari orang-orang yang dapat dinilai berkompeten. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini ialah sumber data primer serta 

sumber data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer ialah data yang didapat langsung oleh sumber pertama.39 Oleh karena 

itu data primer ialah data yang didapat langsung berdasarkan objek penelitian di 

lapangan dan pastinya berkenaan dengan masalah yang hendak dibahas.  

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang didapat dari penelitian hasil studi kepustakaan 

melalui menggunakan studi arsip, dokumen, serta berbagai literatur lainnya yang 

berkenaan dengan masalah-masalah yang dikaji, data sekunder sendiri dibagi 

menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yakni: 

a. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum paling utama yang memuat 

ketentuan umum dan peraturan Undang-Undang yang ada, meliputi:  

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. 

3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan 

Rumah Tahanan Negara. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum atau dokumen yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti jurnal, buku, dan artikel. 

 
39 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.12 
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c. Bahan Hukum Tersier ialah data-data pendukung yang telah terdapat pada 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

 

C. Narasumber 

 

Penelitian ini diperlukan narasumber yang informasihnya digunakan untuk 

melaksanakan kajian juga menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. 

Berikut narasumber dalam penelitian ini ialah:  

1) Petugas Lapas Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung  : 1 Orang 

2) Narapidana Lapas Kelas IA Bandar Lampung    : 1 Orang 

3) Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila   : 1 Orang  

 ______________________________________________________________ + 

 Total         : 3 Orang 

 

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Pengumpulan Data  

a. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dengan 

cara membaca, mengutip, memahami dan mencatat berbagai sumber dan 

literatur yang terdapat hubungannya dengan penelitian, seperti buku, 

peraturan perundangan, koran dan dokumen lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

b. Studi Lapangan Studi lapangan ialah mengumpulkan data dengan cara 

mengadakan langsung penelitian pada tempat juga objek penelitian. 

Prosedur ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh data primer 

yang dilaksanakan dengan wawancara. 
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2. Pengolahan Data  

Data yang didapat dari studi lapangan ataupun dari studi kepustakaan lalu diolah 

dengan cara berikut:  

a. Identifikasi data, data yang telah didapat akan diteliti serta diperiksa 

mengenai kejelasan, kelengkapan serta kebenarannya sehingga terhindar 

dari kesalahan. 

b. Klasifikasi data, yakni data yang telah diseleksi akan dikelompokan 

dengan mempertimbangkan jenis juga hubungannya dengan mengetahui 

tempat dari masihng-masihng data. 

c. Sistematisasi data, yakni data pada pokok bahasan atau permasalahan akan 

disusun dan ditetapkan dengan susunan kalimat yang sistematis dan sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

 

E. Analisis Data 

 

Data dari hasil pengolahan ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif 

yakni dengan menguraikan data dalam berbentuk kalimat yang teratur, efektif dan 

logis sehingga dapat memudahkan interpretasi data juga pemahaman dari hasil 

analisis dan juga metode yang bersifat khusus yang digunakan dalam menarik 

kesimpulan guna menjawab permasalahan yang ada. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat diambil dua 

simpulan yakni: 

1. Faktor pemicu peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dikendalikan oleh 

narapidana disebabkan oleh: aspek kriminologi internal. Kriminologi internal 

ini meliputi rasa keinginan untuk mengedarkan narkotika, tidak mempunyai 

keahlian sehingga takut tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, dan 

ketergantungan pada narkotika; kedua, kriminologi eksternal. Kriminologi 

eksternal ini meliputi faktor ekonomi dikarenakan kebutuhan ekonomi yang 

tinggi dan faktor Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri seperti kurangnya 

pengawasan oleh petugas, kurangnya sarana dan prasarana yang terdapat 

seperti kurangnya cctv juga tidak terdapat alat pendeteksi untuk barang, 

kurangnya personil petugas di Lembaga Pemasyarakatan, serta kurangnya 

kontrol yang ada. 

 

2. Upaya penanggulangan yang dapat dilaksanakan dalam upaya 

penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dikendalikan oleh 

narapidana meliputi upaya penal dan non penal. Upaya non penal ini 

dilaksanakan di luar jalur hukum pidana. Seperti melaksanakan kegiatan 
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pembinaan baik pembinaan kemandirian maupun kepribadian pada 

narapidana, meningkatkan pengawasan serta keamanan oleh petugas, 

meningkatkan penggeledahan di Lembaga Pemasyarakatan, serta 

meningkatkan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan. Upaya 

penal ialah upaya yang dilaksanakan dengan jalur hukum pidana upaya ini 

dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum, yakni dengan memberikan 

hukuman serta sanksi yang berat terhadap pelaku.  

 

B. Saran  

 

Berdasarkan penemuan yang dilaksanakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

peneliti menyarankan : 

1. Meningkatkan pemahaman terhadap pelaku baik pemahaman agama, hukum, 

moral, serta menambah kegiatan bagi narapidana di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan terutama kegiatan yang dapat mengasah kemampuan 

narapidana sesuai dengan keahlian yang dimiliki, agar dapat menjadi pribadi 

yang lebih baik lagi dan bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. 

 

2. Perlunya meningkatkan pengawasan serta keamanan oleh petugas dengan 

cara menambah personil petugas yang terdapat di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan, serta meningkatkan pengawasan terhadap narapidana 24 jam 

full. Perlunya meningkatkan penggeledahan di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan baik penggeledahan terhadap barang titipan untuk 

narapidana, orang yang berkunjung untuk mengunjungi narapidana, maupun 

meningkatkan penggeledahan terhadap narapidana itu sendiri. Perlunya 
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meningkatkan sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

seperti meningkatkan kualitas dari petugas Lembaga Pemasyarakatan itu 

sendiri maupun meningkatkan sarana dan prasarana seperti memperbaiki alat 

pendeteksi barang, memperbanyak serta mempercanggih cctv yang ada, 

memperbaiki alat pendeteksi barang, dan juga menambah alat pendeteksi 

narkoba. 
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